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Abstrak: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berperan sebagai instrumen yang paling
penting untuk mencegah kerusakan pada ekosistem, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
AMDAL mengevaluasi dampak signifikan dari rencana usaha atau aktivitas terhadap lingkungan,
menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan kegiatan, sekaligus mendukung
kelangsungan tujuan industri dengan pedoman yang terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam
proses AMDAL sangat krusial, karena masukan dan saran dari publik digunakan sebagai acuan
dalam penilaian kelayakan lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL. Tulisan ini ditujukan untuk
menganalisis dan menjelaskan peran AMDAL sebagai alat penting dalam mencegah kerusakan
lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga menyelidiki masalah yang masih ada dalam
pelaksanaan AMDAL, seperti kurangnya pengawasan yang efektif dan rendahnya keterlibatan
masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk
meningkatkan penerapan AMDAL, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai alat
perlindungan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan keberlanjutan.

Kata Kunci: AMDAL, Desentralisasi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan,

Regulasi.

Abstract: Environmental Impact Analysis (AMDAL) plays a crucial role in preventing ecosystem
damage, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and
Management (UUPPLH). AMDAL significantly impacts a business plan or activity on the
environment, serves as the basis for decision-making regarding activity implementation, and
supports the sustainability of industrial objectives with structured guidelines. Public participation
in the AMDAL process is crucial, as input and suggestions from the public are used as a reference
in the environmental feasibility assessment by the AMDAL Assessment Commission. This paper
aims to analyze and explain the role of AMDAL as a crucial tool in preventing environmental
damage, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and
Protection. This study also investigates existing issues in AMDAL implementation, such as the lack
of effective oversight and low community involvement. Furthermore, this paper also explains steps
that can be taken to improve AMDAL implementation, so that it can function optimally as an
environmental protection tool that meets the needs of the community.

Keywords: AMDAL, Decentralization, Community Participation, Environmental Management,
Regulation.
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PENDAHULUAN

AMDAL berperan sebagai sarana penting untuk menghindari kerusakan lingkungan
yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan kajian tentang pengaruh signifikan dari
rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan yang dibutuhkan dalam proses
pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha dan atau aktivitas. (Nasution &
Triadi, 2025) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikenal sebagai UUPPLH, memberikan peluang
bagi masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam pasal 2, yaitu prinsip partisipasi dan prinsip
transparansi. (Alhakim & Lubis, 2021) Di Indonesia, hal ini mendorong revisi UUPPLH
2009 sebagai perkembangan baru yang masih perlu dikaji serta bagaimana AMDAL
berfungsi sebagai dasar dalam hukum lingkungan. Secara spesifik, perkembangan aturan
selama periode ini dan proses desentralisasi menjadi fokus. Kementerian Lingkungan
Hidup ditugaskan untuk mengatasi beragam tantangan yang muncul sejak penerapan UU
Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu tantangan utama adalah meninjau kembali peran
pemerintah pusat terhadap sejumlah otoritas lingkungan di tingkat sub-nasional, baik
provinsi maupun kota/kabupaten. Melakukan analisis dan memperbaiki mekanisme
prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta mempertimbangkan kembali cakupan
AMDAL juga melibatkan pengenalan berbagai instrumen alternatif dalam pengelolaan
lingkungan, serta memperkuat penegakan hukum. (Romaida Erviyanti, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan
hukum normatif. Data diperoleh dari dokumen peraturan, khususnya Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009 serta literatur akademis yang mencakup jurnal, artikel, dan buku.
Dalam kajian ini, kami melakukan analisis dari dua perspektif pemahaman konsep
mengenai arti hukum, dan juga menganalisis koneksi antara hukum dengan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dari AMDAL sangat penting dalam tata kelola lingkungan. Ini memiliki arti
yang strategis sebab berfungsi sebagai instrumen untuk menghindari kerusakan
lingkungan dan mampu mengevaluasi kualitas lingkungan melalui pengujian dokumen
seperti AMDAL serta UKL-UPL. Di samping itu, penerapan AMDAL dapat mendukung
kelangsungan tujuan industri atau perusahaan dengan memberikan pedoman dalam sistem
yang ada. AMDAL adalah alat yang menjelaskan dampak dan akibat signifikan dari
aktivitas atau tindakan yang dilakukan di suatu lokasi. (Hasibuan Abdurrozaq, 2023)
Secara keseluruhan, tujuan dari AMDAL adalah untuk melindungi dan memperbaiki mutu
lingkungan, serta mengurangi pencemaran agar efek negatifnya seminimal mungkin. Oleh
karena itu, AMDAL sangat penting dalam proses pengambilan keputusan terkait
pelaksanaan rencana kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. (Rahmadina,
2025).

Dalam tahapan pembuatan AMDAL, kehadiran masyarakat sangat penting untuk
memberikan masukan, rekomendasi, pandangan, dan respon selama pelaksanaan studi
AMDAL. Saat penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL, pandangan,
rekomendasi, dan respon masyarakat akan dijadikan landasan untuk menilai kelayakan
lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (Yusuf et al., 2024) Sesuai dengan Pasal
1 angka (2), perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah usaha yang
terorganisir dan menyeluruh untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem serta
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menghindari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ini mencakup aspek-
aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum. (Fadhilah et al., 2022) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009, terdapat tiga kategori penegakan hukum di bidang lingkungan, yaitu penegakan
hukum administratif, perdata, dan pidana. Di antara ketiga jenis tersebut, penegakan
hukum administratif dianggap sebagai yang paling terpenting. Hal ini disebabkan oleh
tujuan utama penegakan hukum administratif yang bertujuan untuk mengakhiri
pencemaran serta kerusakan lingkungan. (Sukananda & Nugraha, 2020) AMDAL
dirancang untuk mengukur seberapa besar risiko yang ditimbulkan serta seberapa
signifikan dampak buruk yang dihasilkan oleh aktivitas industri terhadap kesehatan
lingkungan (Muhimat, 2024).

Berdasarkan Soemarwoto (2003), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) sebaiknya dilaksanakan seawal mungkin dalam siklus proyek, khususnya pada
fase eksplorasi. Penelitian mengenai kelayakan teknik dan analisis kelayakan ekonomi
diperlukan agar AMDAL dapat menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kajian
kelayakan suatu proyek. (Syariah et al., 2023) Konsep Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Amdal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
merupakan komponen penting dalam usaha melindungi ekosistem. Pemikiran ini
memperkuat wewenang badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di
seluruh daerah serta mendorong warga untuk terlibat secara aktif dalam konteks partisipasi
demokrasi lingkungan. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 UUPPLH, pengawasan terhadap
pencemaran dan kerusakan ekosistem dilakukan untuk menjamin kelangsungan fungsi
lingkungan hidup, dan hal ini juga mencakup regulasi mengenai sertifikasi penyusun
Amdal, yang dapat berpotensi meningkatkan kualitas dari Amdal itu sendiri. (Febriyanti et
al., 2021)

Secara umum, fungsi dari AMDAL meliputi:
1. Menyediakan informasi yang jelas tentang suatu rencana usaha dan dampak
lingkungan yang mungkin ditimbulkan;
2. Menampung aspirasi, ilmu, dan pandangan warga, terutama terkait isu lingkungan
saat suatu usaha atau kegiatan industri akan dibangun;
3. Mengumpulkan informasi lokal yang bermanfaat bagi pengusul dan masyarakat
dalam mengantisipasi dampak serta mengelola lingkungan.

Selanjutnya, untuk menjaga mutu lingkungan, AMDAL secara khusus berperan
dalam hal:

1. Mencegah kerusakan pada potensi sumber daya alam yang dikelola, khususnya
untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui;

2. Menghindari dampak negatif dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya
alam lainnya, proyek-proyek lain, serta masyarakat supaya tidak muncul konflik;

3. Mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang bisa mengganggu
kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat;

4. Agar manfaat yang dihasilkan dapat terlihat dan dapat berkontribusi secara efektif

bagi bangsa, negara, dan masyarakat. (Sukananda & Nugraha, 2020).

Negara berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya.
Salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah adalah untuk melaksanakan penegakan
hukum terkait lingkungan. Dalam Pasal 1 ayat 37, 38, dan 39 dari Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Presiden
Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah
pusat, yang juga dikenal sebagai Pemerintah, merupakan penguasa tertinggi dalam sistem
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pemerintahan. (Boseke et al., 2021)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa ‘“Masyarakat
memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. (Putri, 2024) Keterlibatan masyarakat
dalam proses AMDAL menjadi penting karena dokumen AMDAL dapat menyajikan
pandangan yang jelas secara ilmiah mengenai analisis kegiatan serta kemungkinan
dampak yang timbul dari kegiatan tersebut. (Hamid et al., 2023)

Dalam praktiknya, seringkali dokumen AMDAL tidak dimanfaatkan secara efisien
dan tidak memberikan dampak pada rencana atau pelaksanaan kegiatan usaha. Beberapa
alasan di balik hal ini adalah:

1. Keterlambatan dalam Pelaksanaan: Dokumen AMDAL biasanya disusun dengan
terlambat, sehingga tidak dapat memberikan saran yang relevan dalam tahap
perencanaan. Misalnya, saat proyek pengembangan area industri dimulai, dokumen
AMDAL belum selesai padahal kontrak utama sudah ditandatangani. Akibatnya,
rekomendasi yang ada di AMDAL, seperti pengelolaan limbah dan pengendalian
pencemaran udara, diabaikan dalam desain awal, yang kemudian mengakibatkan
perlunya perubahan desain yang mahal atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

2. Minimnya Pengawasan: Kurangnya pemantauan dan pengawasan yang ketat dari
pihak berwenang terhadap pelaksanaan AMDAL. Sebagai contoh, dalam proyek
pertambangan, tidak ada pengawasan yang intensif selama periode operasional. Hal
ini mengakibatkan limbah dari pertambangan mencemari sumber air yang digunakan
masyarakat, yang baru terdeteksi setelah adanya keluhan dari masyarakat.
Ketidakcukupan pengawasan ini berujung pada ketidakpatuhan terhadap rencana
pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam dokumen AMDAL.

3. Penyalahgunaan Fungsi: AMDAL sering dipakai untuk memberikan dasar hukum
bagi proyek, ketimbang berfungsi sebagai alat evaluasi lingkungan yang berarti.
Misalnya, dalam pembangunan pusat perbelanjaan, AMDAL hanya disiapkan untuk
memenuhi persyaratan izin, tanpa memberikan perhatian pada hasil analisis yang
dilakukan. Pembangunan terjadi di area resapan air yang kurang memadai, yang
mengakibatkan banjir di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa AMDAL hanya
dijadikan alat untuk memperoleh izin, bukan untuk menghindari dampak negatif
yang mungkin timbul. (Pasaribu et al., 2025).

Salah satu peraturan penting di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan
lingkungan ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menetapkan norma yang tegas bagi pihak-
pihak yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan. Sasaran dari Undang-Undang ini
adalah untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan mutu lingkungan hidup demi
manfaat generasi sekarang dan yang akan datang. (Yunita et al., 2024) Dari sudut pandang
pelestarian lingkungan, ciri-ciri AMDAL seharusnya diartikan sebagai regulasi hukum
yang berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan,
terutama dalam aspek perlindungan kepentingan masyarakat terhadap lingkungan yang
bersih dan sehat dalam hidup mereka. (Kamarol, 2021).

Lingkungan hidup menjadi salah satu hal paling penting dalam kehidupan manusia
yang perlu dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung
keberhasilan hidup manusia. Dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai
Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa; “setiap individu berhak atas lingkungan yang baik
dan sehat”. (Delyarahmi & Murniwati, 2023) Dengan adanya sumber dasar yang ada
dalam Undang-undang tersebut maka setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang
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baik dan sehat sebagaimana di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hak
lingkungan hidup baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara
Indonesia. (Baihagi, 2024) Manusia memiliki dua sisi dalam interaksi dengan lingkungan.
yaitu sebagai pihak yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut,
sehingga bisa dipahami bahwa manusia mampu membentuk dan dibentuk oleh lingkungan
hidupnya. Berdasarkan ketergantungan ini, setiap individu berhak atas lingkungan yang
sehat dan baik. Dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan
hidup, termasuk usaha dalam mencegah serta menangani kerusakan lingkungan. (Nursya,
2023).

UUPPLH menegaskan prinsip bahwa setiap orang sebagai bagian dari masyarakat
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Hak ini mencakup hak
dasar untuk menyampaikan pandangan, rekomendasi, dan keluhan mengenai kebijakan,
rencana, serta tindakan yang mungkin mempengaruhi lingkungan. Berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: “Setiap orang Yyang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut
secara pidana maupun digugat secara perdata.” (Ramsul Nababan & Lastri Siregar, 2024)
UUPPLH mengatur tentang perencanaan yang merupakan langkah untuk mendefinisikan
aktivitas yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Salah satu alat penting dalam mencegah isu-isu lingkungan adalah Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perencanaan ruang, dan standar kualitas
lingkungan. Alat-alat ini memberikan dukungan dalam mengawasi kegiatan yang memiliki
dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama oleh perusahaan atau organisasi. (Aprita
et al.,, 2024) AMDAL dengan cepat diadopsi di negara-negara maju Dan negara
berkembang, karena banyak pihak yang menganggap bahwa AMDAL cukup efektif dalam
mencegah kerusakan lingkungan yang lebih serius akibat aktivitas manusia. (Budiono et
al., 2025).

AMDAL juga memiliki peran dalam mengevaluasi efek, baik berupa analisis yang
menguntungkan maupun yang merugikan. Untuk analisis dampak positif dari usaha dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan dorongan pada
ekonomi dan meningkatkan jumlah lapangan kerja, yang tentunya sangat menguntungkan
bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. (Parnika et al., 2024) Oleh karena itu,
Amdal berperan dalam menjaga sumber daya alam, lingkungan, keberagaman biologi,
serta mutu air. Ini menjadi krusial untuk melestarikan kelangsungan lingkungan hidup dan
menghindari kerusakan yang tidak terawasi ((Widayanti Rini, 2025).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa AMDAL merupakan instrumen utama dalam mencegah
kerusakan lingkungan sesuai UU No. 32 Tahun 2009. AMDAL berfungsi menilai,
memprediksi, dan mengendalikan dampak penting suatu rencana usaha agar tidak
menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjadi dasar pengambilan
keputusan dan pedoman pengelolaan lingkungan. efektivitas AMDAL sering terhambat
oleh keterlambatan penyusunan, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku
usaha, dan kecenderungan menjadikannya formalitas izin. Prinsip partisipatif dan
keterbukaan yang seharusnya melibatkan masyarakat juga belum optimal, padahal
masyarakat berperan dalam memberi informasi lokal, melakukan kontrol sosial, dan
mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, AMDAL memiliki
kedudukan penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Untuk mengatasi berbagai
masalah dalam pelaksanaan AMDAL, diperlukan langkah perbaikan agar instrumen ini
berfungsi maksimal. Pemerintah harus mempertegas pengawasan agar rencana
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pengelolaan lingkungan benar-benar diterapkan, bukan hanya menjadi dokumen
administratif. Penyusunan AMDAL juga harus dilakukan sejak awal perencanaan proyek
sehingga rekomendasi lingkungan dapat masuk dalam desain awal. Kualitas penyusun
AMDAL perlu ditingkatkan melalui sertifikasi dan pelatihan agar dokumen lebih objektif
dan sesuai kondisi lapangan. Pelaku usaha harus memanfaatkan AMDAL sebagai
instrumen evaluasi dan pencegahan yang substantif, bukan sekadar syarat izin. Prinsip
partisipasi dan keterbukaan juga harus diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam
penilaian dan pengawasan. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan
daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan lebih efektif dan tidak
tumpang tindih.
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